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1.1 Latar Belakang

Guna menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai dalam
sebuah organisasi diperlukan Rencana Strategis ( Renstra ). Renstra merupakan
perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi Dinas, Badan atau Unit
Kerja Pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik lainnya dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten
Sampang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan
bagi pelayanan DPMD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam
jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang memiliki

fungsi diantaranya :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten
dengan Visi, Misi dan Tupoksi DPMD dan dalam kerangka waktu sesuai
kapasitasnya,

2. Menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan
pelayanan DPMD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat,

3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun
oleh DPMD,

4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani
isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan DPMD,

5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai
tujuan dan mengembangkan mekanisme serta menginformasikan perubahan
arah pembangunan apabila diperlukan,

6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam
mencapai tujuan,

7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah — langkah yang jelas untuk mencapai
tujuan,

8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja DPMD.
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Proses penyusunan Renstra DPMD melalui 3 pilar yaitu: Alur proses

teknoratis — strategis, Alur proses pertisipatif dan Alur proses politislegislasi. Alur

tersebut disesuaikan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Gambar 1.1
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Renstra DPMD dan RPJMD mempunyai keterkaitan karena merupakan tolak

ukur terhadap pencapaian sasaran selama 5 (Lima) tahun kedepan, dengan Renstra

K/L juga mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan sasaran dan

tujuan yang ingin dicapai oleh DPMD vyaitu :

a.

b.

Masih tingginya angka kemiskinan

Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Masih rendahnya pelaku pemberdayaan di kelembagaan desa dalam
penyelenggaraan pembangunan desa

Rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA (Sumber Daya
Alam) dan pemanfaatan potensi lokal.

Serta mengatur dan membina pemerintahan desa
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1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang terkait dengan Pedoman Perencanaan dan

penganggaran, TUPOKSI dan Kewenagan DPMD vyaitu :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33);

Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 4437,

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang penataan
lembaga kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

Peraturan Bupati Sampang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sampang

Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 — 2018

1.3 Maksud dan Tujuan

a.

Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk
merumuskan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2013 — 2018 serta pelaksanaan unsur Pemerintah

Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah

untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan

sesuai amanat RPJMD vyang berada dalam lingkup TUPOKSI Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, yaitu:

1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan
dan pengembangan desa

2. merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial
budaya dan kelembagaan masyarakat

3. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan
Pemberdayaan ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna

4. Melakukan pengorganisasian  penyusunan program di  bidang

pemberdayaan masyarakat
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Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

1.4 Sistematika Penulisan
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Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Fungsi Renstra
DPMD dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Proses
penyusunan Renstra DPMD, Keterkaitan Renstra DPMD dengan
RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan
dengan Renja DPMD.

Landasan Hukum

Memuat Penjelasan teantang Undang — undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Pearaturan lainnya
yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Kewenangan DPMD, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMD.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari
penyusunan Renstra DPMD

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMD,

serta susunan garis besar isi dokumen

GAMBARAN PELAYANAN DPMD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
DPMD, Struktur Organisasi DPMD serta uraian Tugas dan Fungsi
sampai dengan satu eselon di bawah Kepala DPMD. Uraian

tentang Struktur Organisasi DPMD ditujukan untuk menunjukkan
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organisasi, Jumlah personil dan tata laksana DPMD (proses,

prosedur dan mekanisme).

Sumber Daya DPMD

Memuat Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencangkup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha
yang masih operasional.

Kinerja Pelayanan DPMD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMD
berdasarkan sasaran/target Renstra DPMD periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indicator kinerja
pelayanan DPMD dan/atau indicator lainnya seperti MDGs atau
indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD
Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai
keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian
sasaran pelaksnaan Renstra DPMD Kabupaten/Kota terhadap
sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi

kewenagan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

3.2

3.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Memuat Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencaan pembangunan.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi DPMD yang terkait dengan Visi,
Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih

Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi
Mengemukakan faktor penghambat dan faktor pendorong dari

pelayanan DPMD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
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DPMD ditinjau dari sasaran jangka menengah Rentra K/L
ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Memuat faktor — faktor dari pelayanan DPMD vyang

mempengaruhi permasalahan DPMD.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1  Visi dan Misi DPMD
Perumusan Visi dan Misi jangka menengah DPMD

4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD
Memuat tahapan perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi dasar
penyusunan kinerja DPMD selama lima tahun

4.3 Strategi dan Kebijakan DPMD
Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

Bapemas dalam lima tahun mendatang.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

INDIKATOR KINERJA DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja DPMD vyang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD.

PENUTUP
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GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAMPANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah adanya otonomi daerah

telah ditetapkan melalui Tugas, Fungsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Nomor 77 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sampang.

a. Tugas Pokok
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang vyang
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.
b. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa.
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi
1. Kepala Dinas
Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa serta tugas pembantuan mempunyai fungsi :
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a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa

d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengedalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

Sedangkan fungsinya adalah:

a.

b.

Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum

Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya
manusia

Pengelolaan administrasi keuangan

Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
Pengelolaan administrasi perlengkapan

Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan

Pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas
Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan
Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya

Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudusial)
Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (maintenance)

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang

berkaintan dengan tugas dan fungsinya.
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Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat

serta mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan
masyarakat.

b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan
masyarakat.

c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan Ilembaga adat dan
pembinaan pendampingan masyarakat, dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi

Tepat Guna dan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi,
sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna

b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi,
sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna

c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan
usaha ekonomi, sarana prasarana dan teknologi tepat guna; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan bidang Bina Pemerintahan Desa dan mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian dan
pelaksanaan pemilihan serta pelantikan kepala desa dan aparat

pemerintahan desa
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b. Penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta
administrasi dan aset desa
c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta
administrasi dan aset desa
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan
pembangunan desa serta administrasi dan aset desa; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAMPANG
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2.2

Sumber Daya SKPD

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat di bidang pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa memiliki personel sebanyak 43 ( Empat Puluh Tiga Orang). Uraian

jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah

pejabat struktural dan fungsional yang terlibat dalam menjalankan tugas
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pokok dan fungsi serta program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa sebagai berikut:

Tabel 2.1

JUMLAH PNS DPMD KABUPATEN SAMPANG
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

JUMLAH
NO URAIAN (ORANG)
1 Golongan IVc (Pembina Utama Muda) 1
2 Golongan IVb (Pembina Tk. I) 2
3 Golongan IVa (Pembina) 5
4 Golongan llid (Penata Tk. 1) 7
5 Golongan llic (Penata) 1
6 Golongan lllb (Penata Muda Tk.l) 7
7 Golongan llla (Penata Muda) 3
8 Golongan lld (Pengatur Tk. I) 1
9 Golongan lic (Pengatur) 3
10 Golongan llb (Pengatur Muda Tk. I) 3
11 Golongan Il (Pengatur Muda) 2
JUMLAH PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN 32
JUMLAH PEGAWAI NON PNS 11
JUMLAH TOTAL PEGAWAI 43
Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI DPMD KABUPATEN SAMPANG
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
No UNIT KERJA JML
SD SLTP SLTA D-1 D-3 | S-1 S-2 S-3
1 Struktural
1 Eselonll - - - - - - 1 - 1
2 Eselonll - - - - - 3 2 - 5
3  EselonIV - - 2 - - 5 4 - 11
2 | Staf PNS - - 7 -2 10| 2| - | 2
Staf Non PNS - - 5 - 1 2 - -
4 Fungsional - - - - - 1 - - 0
JUMLAH - - 14 - 3 20 9 - 46
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2.2.2. Aset / Modal
Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai
dengan Tahun 2016 diperoleh dengan cara pembelian, transfer masuk, hibah
dari SKPD lain maupun Pihak ke 3 yang diperoleh dari Tahun 1985 s/d Tahun
2016, tapi dari seluruh aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa kondisinya tidak semua baik sebagian ada yang rusak ringan

maupun berat
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Tabel 2.3
ASET/MODAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SAMPANG

HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK

MERK TAHUN SALDO
NO NAMA BARANG SATUAN FISIK ADA NILAI KET
IALAMAT | PENGADAAN GUDANG LOKASI BARANG
B | RR | RB (RUANGAN)
1 2 3 9 11 12 13 | 14 | 15 16 17 18
3 buah
- . 4Di Ruang Kerja, 1 Ruang Rp
1
Kursi Lipat Elephant 1985 Unit 7 4 0 3 Ekonomi, 2 Ruang KD 1 proses.
mutasi
2 Kursi Ukir - 1985 Unit 1 0 0 1 Ruang Kerja Tengah Rp proses.
1 mutasi
R
3 Meja Kerja - 1985 Unit 1 1 0 0 Ruang Kerja Tengah 1p -
. Rp
4 Rak Kayu - 1985 Unit 2 0 2 0 Gudang 1 -
5 Kursi Putar Indachit 1998 Unit 6 6 0 0 Ruang Kerja Tengah Rlp -
6 Kursi Rapat Plastik Putih Foniture 1998 Buah 11 11 0 0 Aula Bapemas F;p -
7 Kursi Besi Warna Hijau Chitose 1999 Unit 2 2 0 0 Ruang Kerja Tengah Fip -
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8 Kursi Kaki Besi Warna Hitam - 1999 Unit 3 3 Ruang Kerja Tengah F;p -
9 Kursi Kayu Warna Merah - 1999 Unit 2 2 Ruang Kerja Tengah Rlp -
10 Lemari kayu 2 Kaca - 1999 Unit 1 1 Ruang Sekretaris Rlp -
11 Kursi besi Warna Hitam Kecil 2000 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah Rp proses.
1 mutasi
R
12 Kursi Busa Warna Biru - 2000 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 1p -
. . Rp
13 Meja Tamu Kaca - 2000 1 0 Ruang Sekretaris 1 -
14 Sofa Warna Hijau - 2000 Unit 1 0 Ruang Sekretaris Rp proses.
1 mutasi
15 Kursi Tamu - 2001 Unit 4 4 Ruang Tamu Rlp -
. Rp
16 Meja Tamu - 2001 1 1 Ruang Tamu 1 -
1 Ada di ruang R
17 Almari F.K Brother 2002 Unit 2 2 sekretariat, 1 Ada di 1p -
Ruang Kerja tengah
18 Almari F.K ( 2 Pintu ) Brother 2002 Unit 2 2 1Ada di Ruang KD, 1 Ada Rp -
di Gudang 1
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- . . . Rp
19 -
Filling Besi/Metal Data Strip 2002 Unit 1 1 Gudang Bapemas 1.000.000
. . . Rp proses
20 -
Kursi Putar 2002 Unit 2 0 Ruang Kerja Tengah 1.500.000 mutasi
. . Rp
21 -
Rak Besi/Metal NCB7510 2002 Unit 1 1 Gudang Bapemas 200.000
Honda MCB . . Rp
22 -
Sepeda Motor 97 Win 2002 Unit 1 1 Solihin 1
Honda . Rp
23 -
Sepeda Motor C100ML 2002 Unit 1 1 Muamar 1
Honda . Rp
24 -
Sepeda Motor C100ML 2002 Unit 1 1 Poernomo, SE 1
3 Ada di ruang Kerja
. . tengah, 1 Ada di Ruang Rp
25 -
Almari F.K Brother 2003 Unit 6 5 SDA dan TTG, 2 Di 1
gudang
. . . Tenmi . Rp
26 Kursi Rapat Plastik Putih . 2003 Unit 20 20 Aula Bapemas -
Furniture 1
1 Ada di ruang R
27 Meja Kerja Warna Hitam - 2003 Unit 3 3 Sekretatiat, 2 Ada di 1p -
Ruang kerja
Honda . .. Rp
28 -
Sepeda Motor C100ML 2003 Unit 1 1 Abdullah Ibnu Rasjid 1
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Honda . Mochamad Ali Yasak, Rp
29 i
Sepeda Motor C100ML 2003 Unit 1 1 S s0s 9.850.000
Honda . ; Rp
30 i
Sepeda Motor C100ML 2003 Unit 1 1 Edy Firmansyah 9.850.000
Suzuki FD . o Rp
31 )
Sepeda Motor 110X 2003 Unit 1 1 Sumiati 9.850.000
Honda MCB . e Rp
32 i
Sepeda Motor 97 win 2003 Unit 1 1 Moh. Hairil Fadilah, SH 9.850.000
Honda ) ; Rp
33 : i
Sepeda Motor C100ML 2003 Unit 1 1 Ummi Salamah, S.Sos 1
Honda . ; Rp
34 . -
Sepeda Motor C100ML 2003 Unit 1 1 Jufri, S.Pd, MM 1
Honda : ivadi Rp
35 i
Sepeda Motor oo 2003 Unit 1 1 Slamet Ariyadi 9.850.000
Honda . Rp Proses
36
Sepeda Motor C100ML 2003 Unit 1 1 AgUS Sapto Utomo 9.850.000 penghapusan
Honda MCB . : Rp
37 -
Sepeda Motor 97 win 2003 Unit 1 1 Budi Hartono 9.850.000
Kawasaki . Bachtiar Agung Rp
38 i
Sepeda Motor (Blitz) 2003 Unit 1 1 Kusumajaya, SE 9.850.000
39 Meja Komputer - 2004 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah Fip -
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. Toyota . Rp
40 -
Mobil Kijang KF 80 2004 METER 1 1 Pool / Operasional 1
Honda MCB . . Rp
41 -
Sepeda Motor 97 Win 2004 Unit 1 1 Murdiono, SE,MM 1
22 Kursi Putar - 2005 3 3 2 Ruang Kerja Tengah, 1 Rp ;
Ruang KD 1
. . . . Rp
43 Meja Kerja - 2005 Unit 4 4 Ruang Kerja Tengah 1 -
R
44 Kursi Putar Besar Rakuda 2006 Buah 1 0 SDA 1p -
R
45 Kursi Putar Kecil Rakuda 2006 Unit 1 0 Ruang Sekretariat P proses'
1 mutasi
. . Rp
46 - -
Lemari arsip 2006 Unit 1 1 Gudang Bapemas 1.500.000
. . . . R
47 Meja Kerja - 2006 Unit 1 1 Ruang Sekretaris 1p -
. . . R
48 Meja Komputer Kenko 2006 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 1p -
. . 1 Ruang Kerja Tengah, 1 Rp
49 - -
Meja Komputer 2006 Unit 2 2 Sekretariat 1
R 1 buah
50 Mesin Ketik Oliverti 2006 3 0 Ruang Kerja Tengah 1p proses
mutasi
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Honda . . Rp
51 -
Sepeda Motor Supra Fit 2006 Unit 1 1 Ahmad Taufikurrahman 10.198.500
. Rp
52 2 1 1 B -
Sound System Thunder 006 Unit Aula Bapemas 4.350.000
. . Rp proses
53 2 1
komputer HP 007 Unit 0 Ruang Kerja Tengah 7 500.000 mutasi
54 Komputer LG 2007 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah Rlp -
S 1 Ruang Kerja Tengah, 1 Rp
55 - -
Kursi Kerja Roda Putar 2007 Buah 2 1 Aula 1.900.000
Ruang Sekretaris, Ruang R
56 Kursi Putar - 2007 Unit 4 4 SDA dan TTG, Ruang 1p -
Ekonomi, Ruang Kepala
. Rp
57 -
Laptop Acer 2007 SET 1 1 Ruang Sekretariat 7.500.000
58 Meja Kerja - 2007 Buah 1 1 Ruang Sekretariat Rlp -
. . . Rp
59 - -
Meja Kerja Kantor 2007 Buah 1 1 Ruang Kerja Tengah 800.000
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60 Proyektor - 2007 Unit 1 1 Aula Bapemas Rp
y P 10.000.000
. Rp
61
Komputer LG 2008 Buah 2 2 Ruang Kerja Tengah 15.000.000
2 Ruang Sosbud, 1 Ruang R
62 Kursi Kerja - 2008 Unit 8 8 Sekretariat, 1 Ruang P
. 2.650.000
Kerja Tengah, 4 Aula
. . . . R
63 Kursi Rapat Plastik Putih Napollytop 2008 Unit 19 19 Aula Bapemas 1p
. . . Rp
64 .
Lap.top Toshiba 2008 Unit 1 1 Ruang Ekonomi 9.900.000
. . 1 Ruang Sekretariat, 2 Rp
65 Meja K - 2 Buah .
cla ferja 008 ua 3 3 Ruang Kerja Tengah 2.400.000
Suzuki EN . . Rp
66 2 1 1 P E
Sepeda Motor 125A 008 Unit utut Tri Cahyoko, S 14.850.000
. . . Rp
67 -
A.C. Split 2009 Unit 3 2 Ruang Kerja Tengah 14.250.000
R
68 Handycam Sony 2009 Unit 1 1 Ruang Sekretariat P

8.250.000
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- . Aula Bapemas dan Ruang Rp
69 - -
Jam Dinding 2009 Unit 2 2 Kepala 300.000
- . . Rp proses
70
Kamera digital Nikon 2009 1 0 Ruang Sekretariat 3.500.000 mutasi
71 komputer - 2009 Unit 2 2 Ruang Kerja Tengah Rp -
P g ferja feng 15.800.000
. . . . Rp
72 k k - 2 R K T h -
ursi kerja 009 Unit 3 3 uang Kerja Tenga 2.700.000
. . . Rp
73 . -
Lap.top Toshiba 2009 Unit 1 1 Ruang Sekretariat 12.000.000
. . . 2 Ruang tengah Kerja, 1 Rp
74 - -
meja kerja 2009 Unit 3 3 Aula 5 550,000
. . Rp
75 - -
meja rapat 2009 Unit 12 12 Aula Bapemas 18.830.760
. . Rp
76 - -
meja rapat 2009 Unit 1 1 Aula Bapemas 1.569 240
. R
77 Papan Kegiatan - 2009 Buah 1 1 Aula Bapemas 1p -
. . . Rp proses
78
Printer Epson 2009 Unit 2 0 Ruang Kerja Tengah 3.000.000 mutasi
79 Printer Epson 2009 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah Rp -

3.800.000
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80 Rak Kayu . 2009 Unit 1 1 Ruang Kepala Rp -
y g fep 4.000.000
. Rp
81 - i
Sofa 2009 Unit 1 1 Ruang Kepala 5 000.000
. . 1 Rp
82 - i
Televisi 2009 Unit 1 1 Ruang Tamu 1.500.000
. Rp
83 -
AC UNIT Sharp 2010 Unit 2 2 Aula Bapemas 9.750.000
. H Rp
84 i
AC UNIT Toshiba 2010 Unit 1 1 Aula Bapemas 27.650.000
. . Rp
85 - i
INTERNET 2010 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 1.000.000
. Rp proses
86 -
KAMERA 2010 Unit 1 0 Ruang SDA dan TTG 3.000.000 mutasi
87 KAMERA - 2010 Unit 1 1 Ruang KD Rp -
& 3.320.000
. Rp
88 - i
KARPET 2010 Unit 40 40 Kantor Bapemas 4.250.000
Rp
89 - i
KARPET 5 METER 2010 Buah 5 5 Kantor Bapemas 1.450.000
_ . Rp
90 - i
KOMPUTER 1 PAKET 2010 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 7.500.000
. . Rp
91 - i
KOMPUTER 1 UNIT 2010 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 7.950.000
. Rp proses
92 -
KORDEN 2010 Unit 75 75 Kantor Bapemas 17.625.000 mutasi
. Rp
93 - i
KURSI RAPAT 2010 Unit 5 5 Ruang Kepala 4.875.000
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. Rp
9
Laptop TOSHIBA 2010 Unit 1 1 0 0 Ruang SDA dan TTG 10.000.000
. Rp
95
Laptop TOSHIBA 2010 Unit 2 2 0 0 Ruang Sosbud, Ruang KD 20.600.000
Ruang Kerja Ruang SDA
. dan TTG, Ruang Ekonomi, Rp
9% -
MEJA KERJA 2010 Unit 30 301 01 9 1 Ruang sosbud, Ruang kD, |  39.500.000
Ruang Tamu
Rp
97 -
MEJA RAPAT 2010 1 1]0}]o0 Ruang Kepala 3.350.000
_ . Rp
98
MESIN KETIK OLIVERTI 2010 Unit 1 1 0 0 Ruang Kerja Tengah 2.750.000
Rp
99 -
MICROPHONE 2010 PAKET 3 3 0 0 Aula Bapemas 5 400.000
Isuzu TBR
. 54 FH . Drs. Mohammad Rp
100
Mobil banther 2010 Unit 1 1100 Amiruddin 265.670.000
Touring
. Rp
101 -
PARTISI 2010 Unit 140 140 | O 0 Kantor Bapemas 62.650.000
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) . Rp proses
102
PRINTER HP 2010 Unit 1 0 Ruang Kerja Tengah 3.450.000 mutasi
. ) Rp proses
103
PRINTER Epson 2010 Unit 1 0 Ruang Kerja Tengah 1.800.000 mutasi
104 PRINTER Canon 2010 Unit 1 0 Ruang Kerja Tengah Rp
Pixma & Refla leng 1.828.000
Honda NF . Rp
105 -
Sepeda Motor 125 TD 2010 Unit 1 1 SUHANTO, SE 14.331.000
. Rp
106 - -
SOUND SYSTEM 2010 Unit 1 1 Aula Bapemas 10.200.000
TOSHIBA . Rp
107 i
TELEVISI REGZA 2010 Unit 1 1 Ruang Kepala 4.950.000
. Rp proses
108 -
UPS 2010 1 0 Ruang Kerja Tengah 600.000 mutasi
Rp
109 - i
WALLPAPER 2010 50 50 Kantor Bapemas 4.140.000
. Ruang Sekretaris dan Rp
110 -
ACUNIT Panasonic 2011 2 2 Ruang Kepala 9.000.000
Rp
111 .
KURSI RAPAT CHITOSE 2011 Buah 56 56 Aula Bapemas 20.100.000
_ , Rp
112 .
Laptop ACER 2011 Unit 1 1 Ruang Sekretariat 10.000.000
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. Ruang Tamu, Ruang Rp
113 D - 2011 B 1 1 -
Papan Informasi, Data, Struktur 0 uah Kepala, Ruang Sekretaris 4.000.000
114 Tandon Air - 2011 Unit 1 1 Gudang Bapemas Rp -
g bap 2.950.000
Rp
115 R
VACUM CLEANER SANYO 2011 1 1 Ruang Tamu 3.025.000
' ] Rp proses
116
AC UNIT Toshiba 2012 Buah 1 0 Ruang Kerja Tengah 4.750.000 mutasi
. . Rp
117 - R
BRANKAS 2012 Unit 1 1 Ruang Sekretariat 5 500.000
) Rp
118 - R
ETALASE 2012 Unit 1 1 Ruang Tamu 2.900.000
. . Rp
119 - R
KARPET 4 METER X 4,6 METER 2012 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 2.500.000
KELENGKAPAN KOMPUTER R
120 (MAINBOARD, HARDISK, POWER - 2012 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah P -
800.000
SUPLY)
. Rp
121 - R
KIPAS ANGIN (BLOWER) 2012 Buah 3 3 Ruang Kerja Tengah 900.000
_ . Rp
122 - R
KURSI HADAP PEJABAT ESELON Il 2012 Unit 5 2 Ruang Kerja Tengah 4.000.000
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. Rp
123 -
KURSI KERJA 2012 5 3 Ruang Kerja Tengah 4.750.000
Rp
124 -
KURSI RAPAT 2012 METER 6 6 Ruang Kepala 4.500.000
_ . Rp
125
Laptop TOSHIBA 2012 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 10.000.000
126 LEMARI FILING KABINET (KECIL) DAINICHI 2012 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 1 85?000
127 LEMARI FILING KABINET BESAR BROTHER 2012 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 2 75?000
Rp
128 -
MEJA RAPAT 2012 1 1 Aula Bapemas 3.500.000
) Rp
129 -
MESIN HITUNG 2012 2 2 Ruang Kerja Tengah 500.000
Rp
130 -
MIMBAR/PODIUM 2012 Buah 1 1 Aula Bapemas 2.000.000
R
131 | PAPAN/INFORMASI/DATA/BACA/NAMA - 2012 Buah 4 4 Ruang Kerja Tengah 3 OOOpOOO
. . Rp
132
PRINTER EPSON 2012 Unit 1 0 Ruang Kerja Tengah 3.500.000
. Rp
133 -
TANGGA ALMINIUM 2012 Unit 1 1 Gudang Bapemas 1.600.000
Rp
134
AC TCL 2013 2 2 Aula Bapemas 10.000.000
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. . Rp
135
PENGADAAN KAMERA SONY 2013 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 3.475.000
136 PENGADAAN KURSI KERJA LIPAT CHITOSE 2013 Unit 14 14 Aula Bapemas 6 23?000
137 PENGADAAN KURSI KERJA PUTAR DAICHI 2013 Unit 10 10 Ruang Kerja Tengah 9 40?000
ACER . , Rp
138
PENGADAAN LAPTOP ASPIRE 2013 Unit 2 2 Ruang Kerja Tengah 19.750.000
_ . Rp
139 -
PENGADAAN MESIN FAXIMILI 2013 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 3.730.000
_ ) Rp
140 E D - 201 1 1
PENGADAAN SOFA 013 Unit Ruang Sekretaris 3.285.000
141 PENGADAAN TEMPAT SAMPAH - 2013 Unit 1 1 Ruang Tamu Rp
635.000
. . Rp
142 -
PENGADAAN WEBSITE 2013 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 19.800.000
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH . Rp
143 - -
PENGADAAN SEPEDA MOTOR 2013 Unit ! ! 1.600.000
Honda . Drs. Moh. Wasaton Hadi, Rp
144
Sepeda Motor Supra 125 2013 Unit 1 1 MM 16.000.000
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145 Sepeda Motor Sul_:)?‘gdlaZS 2013 Unit 1 1 Ir. Majid Syamroni, M.Si | ogg 000
146 AC Honshu 2014 Unit 1 1 Aula Bapemas 4.97?_3000
147 Komputer LG 2014 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 4.952’_3000
148 Kursi Kerja DAINICHI 2014 Unit 8 8 Ruang Kerja Tengah 7_00%?000
149 Kursi Rapat CHITOSE 2014 Unit 20 20 Aula Bapemas 7_002’?000
150 Laptop TOSHIBA 2014 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 9_97?000
151 Laptop ACER 2014 Unit 1 1 Ruang Kerja Tengah 9.85?)?000
152 Monitor/ Display LG 2014 Buah 1 1 Ruang Kerja Tengah 1.45?000
153 Papan Informasi, Data, Nama, Baca - 2014 Buah 1 1 Ruang Tamu 3_502’?000
154 Printer Cénon 2014 Unit 3 3 Ruang Kerja Tengah Rp

Pixma 4.500.000
155 Proyektor PANASONIC 2014 Unit 1 1 Aula Bapemas 7.42?000




Benstna DPIND

2013 -2018
156 AC Panasonic 2015 1 1 Ruang kerja tengah Rp
uang kerja teng 4.950.000
Ruang kerja kepala
157 Filling Kabinet Lion 2015 2 2 badan, Ruang kerja Rp
! 5.800.000
tengah
. . Rp
158
Laptop ASUS 2015 2 2 Ruang kerja sekretariat 19.900.000
R, . . Rp
159
Lemari Arsip Sliding Kaca Brother 2015 1 1 Ruang kerja ekonomi 5 850,000
Ruang kerja sekretariat, R
160 Pengadaan printer Canon 2015 3 3 Ruang kerja SDA&TTG, P
. . 5.205.000
Ruang kerja ekonomi
161 Sound System Set - 2015 1 1 Ruang Aula Rp
y § 9.875.000
Manager
S . Daichi Manager Daichi Oscar Rp
162
Kursi Kerja Pejabat Oscar 2015 Buah 6 6 Hitam 5.925.000
Hitam
163 Lemari Buku - 2015 Buah 1 1 - Rp
2.600.000
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164 Gordyne ; 2015 Unit 1 1 ; Rp
v 19.125.000
Vario 110 . . Rp
165
Kendaraan Bermotor Beroda Dua lss Advance 2015 Unit 2 1 Vario 110 Iss Advance 31.409.000
. . . . Rp
166 -
Lemari Arsip pejabat VIP 2016 Unit 1 1 Ruang tengah 1.420.000
. . . Rp
167
Printer CANON 2016 Unit 3 3 Sekretariat 5.400.000
_ : Rp
168
CPU Dasumba 2016 Unit 1 1 Sekretariat 2.600.000
_ , Rp
169
Notebook Asus 2016 Unit 1 1 Sekretariat 9.875.000
. . Rp
170
Handycam SONY 2016 Unit 1 1 Sekretariat 5 425 000
_ : Rp
171 ERAD L 201 1 1
CAMERA DIGITA SONY 016 Unit Sekretariat 4.375.000
. . . e . . Rp
172
kursi Kerja Pejabat Daichi 2016 Unit 2 2 Sekretaris 4.000.000
173 Sofa - 2016 Unit 1 1 Ruang Kepala Bapemas Rp
g kep P 5.000.000
174 Karpet - 2016 Unit 1 1 Ruang Kepala Bapemas Rp
p g fep P 2.945.000
. L . Rp
175
AC power standing Daikin 2016 Unit 1 1 Ruang Aula 21.000.000
Rp
1.255.271.560
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Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMPANG

NO

INDIKATOR
KINERJA
SESUAI TUGAS
DAN FUNGSI
SKPD

TAR
GET
SPM

TAR
GET
IKK

TARGET
INDIKA
TOR
KINERJA
LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -

RASIO CAPAIAN TAHUN KE -

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PEMBERDA
YAAN MASYA
RAKAT DAN
DESA

Nilai
Keswadayaan
Masyarakat

235,188,900

916,397,418

962,217,289

1,010,328,183

1,060,844,560

235,188,900

916,397,418

1,122,465,500

1,674,308,866

2,824,515,000

100

100

116

165,72

266,25

Jumlah PKK
Aktif

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

100

100

100

100

100

Jumlah
Posyandu Aktif

881

881

881

881

881

881

881

881

881

881

100

100

100

100

100

Jumlah
program
Pemberdayaan
Masyarakat

100

100

100

100

100
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Dari Tabel diatas Indikator yang mencapai target adalah :

a.

Nilai Keswadayaan Masyarakat

Nilai keswadayaan masyarakat dari tahun ke tahun melebihi target yang telah
ditetapkan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mendukung
program-program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan.

Jumlah PKK Aktif dan Posyandu Aktif

Jumlah PKK aktif dan Posyandu aktif memenuhi target yang ditentukan. Tidak ada
penambahan maupun pengurangan. Hal ini selain menunjukkan peranan
perempuan di perdesaan dalam bidang organisasi dan mensukseskan pelaksanaan
pembangunan cukup positif. Namun perlu perhatian lebih lanjut agar penambahan
jumlah posyandu dari tahun ke tahun bisa terus meningkat sehingga kesehatan
masyarakat dan taraf hidup sehat masyarakat terus meningkat.

Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah program pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun tidak mengalami
perubahan. Karena itu kedepan perlu adanya inovasi baru dalam program dan
kegiatan pemberdayaan dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di

daerah.
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Tabel 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM DAN
KEGIATAN

ANGGARAN TAHUN KE - REALISASI TAHUN KE -

RASIO ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE -

RATA - RATA PERTUMBUHAN

2008

2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

2008

2009

2010

2011

2012

ANGGARAN

REALISASI

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan

Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan

453,725,000

921,122,500 806,866,500 600,000,000 748,500,000 304,843,000 766,248,000 785,588,500 588,380,300 736,283,000

83,18

97,36

98,06

98,06

748,500,000

736,283,000

Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga
Teknis Masyarakat

92,423,500 226,841,500 146,422,000 205,301,500 - 90,959,000 217,520,500 141,664,500 202,658,500

99,06

96,00

96,74

99,05

205,301,500

202,658,500

Penyelenggaraan
Diseminasi dan
Informasi Bagi
Masyarakat Desa

50,169,000 67,285,150 - - - 50,169,000 65,235,000 - -

100

96,95

50,169,000

50,169,000

Pengadaan
jaringan Listrik
Desa

5,373,460,000

9,760,693,000 3,054,045,350 1,000,000,000 5,347,467,700 5,350,999,200 9,718,033,475 3,041,943,450 988,770,850 5,128,713,700

99,01

99,56

99,60

98,88

96,08

5,347,467,700

5,128,713,700

Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
(PPKM)/Gerdu
Taskin

110,606,750

122,928,100 142,991,955 91,392,000 99,399,500 108,626,750 111,416,100 125,950,800 88,197,000 95,599,500

90,63

88,08

96,50

96,50

99,399,500

95,599,500

Pelaksanaan
Pemberian
Makanan
Tambahan Anak
Sekolah (PMT-AS)

609,145,650

563,896,650 - - - 572,251,650 554,765,650 - - -

95,01

98,38

563,896,650

554,765,650

Fasilitasi
Pelaksanaan
Program
Pengembangan
Wilayah Terpadu
Antar Desa
(PWTAD)

- 11,000,000 20,000,000 - - - 11,000,000 19,943,850 -

100

99,72

20,000,000

19,943,850
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Pembinaan Klpk
Masy. Pemba
ngunan Desa

96,443,425

16,029,000

16,61

96,443,425

16,029,000

Teknologi Tepat
Guna (TTG)

163,067,500

177,112,500

189,000,000

193,567,000

157,136,700 168,348,000

174,025,000

184,154,000

96,36

95

92,08

95,08

193,567,000

184,154,000

Evaluasi
Kelurahan/Desa
Berhasil

56,606,500

74,694,000

51,824,000

70,974,000

91,55

95

74,964,000

70,974,000

Program
Pengairan
Perdesaaan

2,000,000

2,000,000 -

100

2,000,000

2,000,000

Pemberdayaan
dan Peningkatan
KUalitas
Masyarakat Desa
Kelurahan
(PKPKM)

7,672,500

7,622,500

99,35

7,672,500

7,622,500

Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa

Pengadaan Profil
Desa

56,205,500

60,012,500

148,248,216

75,385,000

59,562,500

56,085,500

57,807,000 145,898,000

74,425,000

59,509,500

99,20

96,50

98,41

98,73

99,73

59,562,500

59,509,500

Program
Peningkatan
Peran
Perempuan di
Perdesaan

Evaluasi Program
Terpadu P2W-
KSS

34,516,500

34,328,500

31,130,500

30,336,000 -

88,01

88,37

34,328,500

30,336,000

Pembinaan PKK

206,339,000

364,918,000

467,385,500

492,108,000

203,757,000 351,122,000

456,334,000

432,875,500

98,74

96,22

97,64

87,99

206,339,000

203,757,000

Advokasi dan
Fasilitasi
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

19,609,000

19,609,000
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Program
Peningkatan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir

Program
Peningkatan
Masyarakat - - 15,400,000 - 10,150,000 - - 13,475,000 - 9,570,000 - - 87,50 - 94,00 10,150,000 9,570,000
Pesisir dan
Pantai (P2MPP)
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Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Capaian Kinerja Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rata —
rata mencapai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 90%

b. Pada Kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat tidak tercapainya
target dikarenakan tidak ada kejelasan program dari propinsi, sehingga dana BOP
dikembalikan pada Daerah. Yang terserap hanya pembiayaan monitoring pra
kegiatan dalam menentukan lokasi.

C. Pada kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak dana BOP

tidak terealisasi karena dana sharing dari propinsi batal diluncurkan di daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Dengan semakin kompleksnya permasalahan masyarakat, terutama dalam upaya
percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah tindak lanjut dengan
program kegiatan yang bersifat partisipatoris. berkenaan dengan upaya percepatan
pengentasan kemiskinan, saat ini pemerintah tengah berupaya memenuhi target
pembangunan sebagaimana disepakati dalam “Millennium Goals” atau “Millennium
Development Goals” (MDG). Millenium Development Goals (MDG) adalah sebuah paket
target pembangunan yang menjadi tujuan bersama seluruh anggota UN untuk
menjadikan dunia ini lebih baik bagi semua orang. MDG tersebut merupakan hasil
kesepakatan antar kepala negara anggota UN di dalam forum WSSD (World Summit for
Sustainable Development) di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2002. Perumusan
MDG merupakan tindak-lanjut dari UN Millenium Declaration yang dihasilkan pada World
Summit di New York pada tahun 2000. dan Indonesia adalah salah satu Negara yang
terlibat di dalamnya. Tujuan-tujuan pembangunan di dalam MDG tersebut
dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) tujuan besar (goals), yaitu: (1) Menghilangkan
kemiskinan ekstrim dan kelaparan. (2) Mencapai pendidikan dasar secara universal. (3)
Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. (4) Menurunkan
kematian bayi. (5) Meningkatkan kesehatan ibu. (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan
penyakit yang lain. (7) Menjamin keberlanjutan lingkungan. (8) Menjalin kerjasama global
untuk pembangunan. Kedelapan tujuan besar itu kemudian dikelompokkan dalam tiga

arah kebijakan fiscal yakni; program Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.
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Terkait dengan hal tersebut diatas, jika dirinci berdasarkan target MDGs itulah, maka
Sesuai dengan arah kebijakan fiskal 2011, yaitu Pro-Growth, Pro job, Pro-Poor dan Pro
Environment maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yang perlu ditingkatkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai
berikut :

Pada Program Proo Poor (indicator kinerja program yang berpihak pada masyarakat
miskin) kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri meliputi:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai

2 Program Pemberdayaan Ekonomi Kawasan

3.  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

4. PNPM-Mandiri Perdesaan

5. Jaringan Listrik Desa

Pada Program Pro Growth (kegiatan dengan indicator berpihak pada pertumbuhan
ekonomi) meliputi:

1. Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)

2.  Pembangunan Sistem Managemen Partisipatif (SMPP)

3 Usaha Ekonomi Desa (UED)

4. Program Pengembangan Sumber Daya Lokal berbasis Kawasan (P2SLBK)

5

Pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tabel 2.6
KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA BAPEMAS KABUPATEN SAMPANG
TERHADAP SASARAN RENSTRA SKPD PROVINSI DAN RENSTRA K/L

CAPAIAN SASARAN SASARAN PADA
SASARAN PADA
NO INDIKATOR KINERJA RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD RENSTRA K/L
KABUPATEN / KOTA PROVINSI
Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya
1 dan Desa Pemberdayaan
Masyarakat dalam :
Nilai Keswadayaan pembangunan Meningkatkan Peran
Masvarakat serta masyarakat dalam
! Pembangunan
Meningkatkan peran
Jumlah PKK Aktif perempuan dalam
pembangunan
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Meningkatkan peran
Jumlah Posyandu Aktif perempuan dalam
pembangunan
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BAB Il

ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perencanaan yang
disusun berdasarkan kondisi lingkungan ( Evidence Based ) dan perubahan yang
terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal
dengan mempertimbangkan karakteristik SKPD. Sebagaimana diketahui bahwa
sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal. Dengan mengetahui kondisi
eksternal dan internal yang mempengaruhi jalannya organisasi, Sebuah organisasi
dapat memetakan kekuatan dan kelemahan, sekaligus juga dapat mengetahui
peluang dan ancaman. Dengan pemetaan yang demikian organisasi dapat
merencanakan dengan baik apa yang hendak dicapai di masa depan.

Oleh karena itu menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap
jajarannnya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan
yang terjadi. Tujuannya agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang
menjadi ancaman/ tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan tetap eksis dan mampu mencapai
tujuan dan sasaran dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan
meningkatkan kemandirian masyarakat di Kabupaten Sampang.

Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “
Analisis SWOT ” ( Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats ). Analisis SWOT ini
secara efektif sangat membantu SKPD dalam melakukan analisa lingkungan internal
dan eksternal.

Adapun empat unsur strenghts, weakness, oppurtunities, threats yang
terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal
Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam
organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi.
Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem
dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi

manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh SKPD.


































































































































































